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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN 

KESEHATAN TERHADAP HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI 

SULAWESI SELATAN 

 

Oleh: 

Zerlinda Salsabila; Anna Yulianita 

 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 

merupakan komponen penting dalam penyediaan layanan dasar publik serta 

merupakan bentuk investasi langsung dalam pembangunan manusia yang 

tercermin melalui Human Development Index (HDI). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap HDI 

di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017–2023. Penelitian ini 

menggunakan data panel dari 24 kabupaten/kota dan pendekatan kuantitatif dengan 

metode estimasi Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji 

Chow dan Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran 

pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap HDI di Sulawesi 

Selatan. 

 

Kata Kunci: Alokasi Anggaran Pendidikan, Alokasi Anggaran Kesehatan, Human 

Development Index 
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ABSTRACT 

 

THE IMPACT OF BUDGET ALLOCATION IN THE EDUCATION AND 

HEALTH SECTORS ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN 

SOUTH SULAWESI 

 

By: 

Zerlinda Salsabila; Anna Yulianita 

 

In local financial management, education and health budget allocations are key to 

ensuring basic public services and represent direct investments in human 

development, as reflected in the Human Development Index (HDI). This study aims 

to analyze the impact of education and health budget allocations on HDI in South 

Sulawesi Province during the period 2017–2023. The study employs panel data 

from 24 districts and cities and uses a quantitative approach with the Fixed Effect 

Model (FEM) as the estimation method, selected based on the results of the Chow 

and Hausman tests. The findings indicate that education and health budget 

allocations have a significant effect on HDI in South Sulawesi. 

 

Keywords: Education Budget Allocation, Health Budget Allocation, Human 

Development Index 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan proses perubahan yang membawa suatu masyarakat 

menuju kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan demi mencapai tujuan 

kesejahteraan bersama (Hasibuan & Syahbudi, 2022). Menurut Todaro & Smith 

(2011), pembangunan harus dipahami sebagai proses yang bersifat multidimensi, 

yang mencakup reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi 

yang ada. Lubis et al. (2024) mencermati bahwa paradigma pembangunan yang 

berkembang saat ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai 

berdasarkan pembangunan manusia, yang kemudian diukur melalui kualitas hidup 

di setiap negara. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup 

manusia adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi 

(daya beli). Menurut Owens (1987), hal terpenting adalah pembangunan manusia 

dan bukan pembangunan benda (the development of people rather than the 

development of things), karena nilai balik riil pembangunan manusia memberikan 

sumbangan lebih daripada pembangunan benda (fisik) (Bukhari, 2018). 

Fokus utama dalam seluruh upaya pencapaian keberhasilan pembangunan 

adalah keberadaan manusia. Konsep dasar pembangunan manusia dijelaskan oleh 

United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human Development 

Report (HDR), dinyatakan bahwa “Manusia adalah kekayaan bangsa yang 
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sesungguhnya”. Menurut UNDP, salah satu cara untuk mengukur kualitas modal 

manusia di suatu negara adalah melalui Human Development Index (HDI) 

(Anantika & Sasana, 2020). HDI menentukan apakah suatu negara tergolong maju, 

berkembang, atau tertinggal, serta mengukur dampak pembangunan ekonomi 

terhadap kualitas hidup masyarakatnya. HDI menyediakan ukuran gabungan yang 

mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (i) umur panjang dan hidup sehat (life 

expectancy at birth); (ii) pengetahuan, yang diukur melalui tingkat melek huruf 

orang dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa 

(mean years of schooling); serta (iii) standar hidup layak yang diukur berdasarkan 

daya beli (purchasing power parity) (Mahulauw et al., 2016). Garibaldi (2015) 

menyatakan bahwa kriteria ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan 

ekonomi suatu negara serta kualitas masyarakatnya. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen fundamental 

yang berperan penting dalam menentukan tingkat kemajuan dan pembangunan 

suatu negara. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan untuk merencanakan, 

mengelola, dan mengawasi anggaran dengan lebih baik. Pengelolaan keuangan 

daerah adalah kunci utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi 

daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai fungsi 

pemerintahan, yang mencakup tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran 

secara mandiri dan bertanggung jawab (Andreas & Umam, 2022). Anggaran 

pemerintah daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD) yang berisi rincian pendapatan dan belanja daerah dalam satu periode 

anggaran tahunan.  

Menurut Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD 

untuk sektor pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, paling sedikit 10 persen dari APBD harus dialokasikan untuk 

pembiayaan sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2023) dalam 

rancangan kebijakan umum terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah ini dicantumkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

bahwa dua sektor utama yang menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah bidang pendidikan dan 

kesehatan.  

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan 

bahwa penganggaran belanja daerah dilakukan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, 

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mencakup 

urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi, dan jenis 

belanja. Fungsi belanja daerah mencakup fungsi layanan dasar, seperti fungsi 

pendidikan dan fungsi kesehatan, tanpa mencantumkan indeks daya beli sebagai 

objek belanja langsung. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) bahwa Indeks daya 

beli masyarakat merupakan indikator tidak langsung yang menunjukkan 

kesejahteraan ekonomi, dan digunakan dalam penghitungan garis kemiskinan serta 
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pengambilan kebijakan sosial ekonomi. Berbeda dengan pendidikan dan kesehatan 

yang memiliki alokasi anggaran langsung dalam struktur belanja pemerintah 

daerah, Indeks daya beli tidak dialokasikan secara langsung dalam APBD. Hal ini 

juga sejalan dengan pendapat Becker (1993) bahwa pengeluaran di bidang 

pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi Sumber Daya Manusia 

karena memberikan hasil (return) di masa depan layaknya investasi pada aset fisik.  

HDI menjadi standar global, dengan fokus pembangunan yang bergeser dari 

peningkatan pendapatan menuju pembangunan manusia yang lebih menyeluruh. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa HDI di Indonesia pada 

tahun 2023 mencapai 74,39 persen meningkat 0,84 persen dari tahun sebelumnya. 

Menurut data UNDP tahun 2023, HDI Indonesia masih relatif lebih rendah jika 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti 

Malaysia (80,3 persen) dan Singapura (93,9 persen).  

Kesenjangan pencapaian HDI terlihat antar daerah di Indonesia, termasuk di 

Kawasan Timur Indonesia, yang dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan 

antara wilayah barat dan timur. Selama beberapa dekade, pembangunan nasional 

cenderung terpusat di wilayah barat, tercermin dari rata-rata HDI yang lebih tinggi 

dibandingkan wilayah timur. Berdasarkan data BPS tahun 2023, rata-rata HDI di 

wilayah barat Indonesia mencapai lebih dari 75 persen, sementara wilayah timur 

sebagian besar masih berada pada kategori sedang dengan nilai di bawah 70 persen. 

Kondisi ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan 

masyarakat, akses terhadap layanan publik, serta efektivitas pengelolaan anggaran 

daerah.  
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Salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang kuat serta capaian HDI yang tergolong tinggi adalah Sulawesi 

Selatan. Pada tahun 2023, Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar di 

Indonesia timur, yakni lebih dari 9 juta jiwa. Meskipun memiliki populasi yang 

besar, provinsi ini berhasil mencapai kategori HDI tinggi sebesar 73,46 persen. 

Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen tinggi terhadap komponen-komponen 

HDI, seperti sektor pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan anggaran yang 

meningkat. 

Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus 

meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan 

bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami kemajuan pesat, terutama dalam 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi. Salah 

satu kota di Sulawesi Selatan yang termasuk kota dengan SDM paling maju di 

Indonesia, menurut data BPS, adalah Kota Makassar, yang meraih peringkat ke-6 

yaitu sebesar 84,85 persen. Meskipun telah tercapai kemajuan tersebut, masih 

terdapat disparitas dalam pengembangan SDM antarwilayah di Sulawesi Selatan, 

seperti Kabupaten Jeneponto yang menunjukkan pertumbuhan HDI terendah 

dengan rata-rata pertumbuhan HDI hanya mencapai 64,77 persen selama lima 

tahun terakhir. 

Data HDI di Sulawesi Selatan periode 2019-2023 yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 Human Development Index (HDI) di Sulawesi Selatan Tahun  

     2019-2023 (Angka Indeks) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) 

Berdasarkan Tabel 1.1, HDI di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 

yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan rata-rata HDI meningkat dari 

71,66 menjadi 73,46. Pada tahun 2023, HDI tertinggi di Sulawesi Selatan masih 

dipegang oleh Kota Makassar dengan nilai 83,52, diikuti oleh Kota Palopo (79,45) 

dan Kota Parepare (79,03). Ketiga kota ini menunjukkan capaian HDI yang lebih 

tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Selama periode 2022-2023, Kabupaten 

Bone mengalami peningkatan status dari HDI sedang menjadi tinggi. Sebagian 

besar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 20 kabupaten, berada dalam 

kategori HDI tinggi.  

No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 Rata-Rata

1 Bantaeng 68,30 68,73 68,99 69,69 70,57 69,26

2 Barru 70,60 71,00 71,13 71,53 72,36 71,32

3 Bone 65,67 66,06 66,40 67,01 67,81 66,59

4 Bulukumba 68,28 68,99 69,62 70,34 71,21 69,69

5 Enrekang 72,66 72,76 72,91 73,39 73,89 73,12

6 Gowa 69,66 70,14 70,29 70,99 71,57 70,53

7 Jeneponto 64,00 64,26 64,56 65,13 65,90 64,77

8 Luwu 70,39 70,51 70,85 71,36 72,16 71,05

9 Luwu Utara 69,46 69,57 70,02 70,51 71,34 70,18

10 Maros 69,50 69,86 70,41 71,00 71,63 70,48

11 Pangkajene dan Kepulauan 68,29 68,72 69,21 69,79 70,59 69,32

12 Palopo 77,98 78,06 78,38 78,91 79,45 78,56

13 Luwu Timur 72,80 73,22 73,34 73,92 74,35 73,53

14 Pinrang 71,12 71,26 71,45 71,97 72,84 71,73

15 Sinjai 67,05 67,60 67,75 68,33 68,92 67,93

16 Kepulauan Selayar 66,91 67,38 67,76 68,35 69,20 67,92

17 Sindereng Rappang 71,05 71,21 71,54 72,06 72,71 71,71

18 Soppeng 68,26 68,67 68,99 69,70 70,58 69,24

19 Takalar 66,94 67,31 67,72 68,31 68,90 67,84

20 Tana Toraja 68,25 68,75 69,49 69,88 70,73 69,42

21 Wajo 69,05 69,15 69,62 70,26 71,10 69,84

22 Parepare 77,62 77,86 78,21 78,54 79,03 78,25

23 Makassar 82,25 82,25 82,66 83,12 83,52 82,76

24 Toraja Utara 69,23 69,33 69,75 70,36 71,23 69,98

25 Sulawesi Selatan 71,66 71,93 72,24 72,82 73,46 72,42
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Penelitian yang dilakukan oleh Muliza et al. (2017) mengemukakan bahwa 

untuk menciptakan SDM yang berkualitas, diperlukan dukungan sarana dan 

prasarana yang memadai. Oleh karenanya investasi di sektor pendidikan dan 

kesehatan menjadi sangat penting dalam upaya membangun SDM yang 

berkualitas. Untuk mendorong pembangunan yang merata, pemerintah 

menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan kewenangan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.  

Pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berperan 

penting sebagai modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

nasional. Pendidikan memerlukan alokasi belanja pemerintah untuk membangun 

sarana dan prasarana, serta investasi dalam modal manusia. Modal manusia adalah 

modal produktif pada individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, dan gagasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. 

Tingginya alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan berpotensi memberikan 

dampak positif terhadap capaian pembangunan (Mongan, 2019). Alokasi anggaran 

pendidikan yang memadai untuk pengembangan kualitas guru, fasilitas belajar, dan 

program beasiswa diperlukan agar seluruh penduduk dapat mengakses pendidikan 

yang layak (Juita et al., 2024).  

Data alokasi anggaran sektor pendidikan di Sulawesi Selatan periode 2019-

2023 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Kementerian Keuangan sebagai berikut. 
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Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi Selatan Tahun  

     2019-2023 (Miliar Rupiah) 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2024) 

Berdasarkan Tabel 1.2, Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi 

Selatan dari tahun 2019-2023, menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir 

dengan rata-rata Rp3.353,24 miliar. Pada tahun 2019 sebesar Rp3,203 miliar 

mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.137,17 miliar. Terjadi 

peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp3.326,29 miliar dan 2022 sebesar 

Rp4.275,94 miliar, namun pada tahun 2023 justru mengalami penurunan yaitu 

sebesar Rp4.167,84 miliar. Kota Makassar secara menerima alokasi anggaran 

terbesar, dengan rata-rata sebesar Rp326 miliar. Hal ini mencerminkan peran Kota 

Makassar sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Sulawesi Selatan. Berbeda 

No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 Rata-Rata

1 Bantaeng 90,61 91,65 109,61 117,45 107,29 95,52

2 Barru 84,72 85,91 91,33 110,72 115,16 92,79

3 Bone 305,33 275,76 274,04 362,66 393,85 302,40

4 Bulukumba 142,15 168,64 166,38 194,51 215,19 167,38

5 Enrekang 126,55 118,94 146,27 153,00 146,76 125,67

6 Gowa 193,20 205,25 210,58 282,13 252,54 211,79

7 Jeneponto 161,28 136,13 134,33 170,94 161,14 133,90

8 Luwu 167,68 147,72 147,49 195,91 193,21 152,06

9 Luwu Utara 114,93 107,31 122,53 136,66 151,11 114,54

10 Maros 110,24 114,95 135,79 168,35 174,97 131,00

11 Pangkajene dan Kepulauan 131,08 119,91 129,26 185,47 212,43 145,40

12 Palopo 65,10 61,00 86,53 95,53 83,69 70,40

13 Luwu Timur 63,40 81,23 91,17 115,26 114,57 82,12

14 Pinrang 119,11 132,02 125,63 201,12 178,38 142,59

15 Sinjai 113,94 111,88 139,09 161,60 142,81 125,70

16 Kepulauan Selayar 103,63 84,32 85,60 98,86 102,53 86,98

17 Sindereng Rappang 177,04 133,69 145,31 168,36 146,83 143,22

18 Soppeng 141,27 153,05 163,68 171,65 136,56 141,65

19 Takalar 105,15 95,79 126,92 162,67 145,87 119,87

20 Tana Toraja 93,59 98,64 107,83 142,07 139,27 109,00

21 Wajo 156,19 195,22 183,46 221,86 211,13 179,55

22 Parepare 64,54 63,58 61,85 80,44 87,83 67,45

23 Makassar 281,82 267,29 243,81 424,22 412,88 307,40

24 Toraja Utara 91,24 87,28 97,82 154,51 141,83 104,85

25 Sulawesi Selatan 3.203,81 3.137,17 3.326,29 4.275,94 4.167,84 3.353,24
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dengan Kota Parepare yang menerima alokasi terkecil dengan rata-rata Rp71,6 

miliar.  

Selain sektor pendidikan, salah satu sektor utama yang berkontribusi pada 

peningkatan HDI adalah sektor kesehatan. Menurut World Health Organization 

(WHO), kesehatan mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang 

memungkinkan individu beraktivitas secara optimal. Alokasi anggaran kesehatan 

digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan 

puskesmas, serta peningkatan kualitas layanan. Akses yang baik terhadap layanan 

kesehatan memungkinkan masyarakat memperoleh pengobatan secara tepat, 

sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Peningkatan ini pada 

akhirnya turut mendorong peningkatan nilai HDI (Wahyuni & Amar, 2023). 

Sektor kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) yang 

mencerminkan rata-rata usia hidup sejak lahir. Nilai AHH yang tinggi 

menunjukkan akses layanan kesehatan yang baik dan keberhasilan dalam 

menurunkan angka kematian. Karena berkontribusi langsung terhadap kualitas 

hidup, peningkatan AHH menjadi prioritas dalam pembangunan untuk mendorong 

kenaikan HDI (Handayani et al., 2016). Pentingnya sektor kesehatan telah 

ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020–2024, yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu 

prioritas utama pembangunan.  

Data alokasi anggaran sektor kesehatan di Sulawesi Selatan periode 2019-

2023 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Kementerian Keuangan sebagai berikut. 
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Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun  

     2019-2023 (Miliar Rupiah) 

 
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2024) 

Berdasarkan Tabel 1.3, alokasi anggaran sektor kesehatan di Sulawesi 

Selatan periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi, dengan rata-rata tahunan 

Rp1,49 triliun. Alokasi terendah terjadi pada 2019 sebesar Rp1,16 triliun yang 

kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp1,52 triliun. Pada tahun 2021 

mencatat alokasi tertinggi Rp1,93 triliun, sementara pada tahun 2022 sebesar 

Rp1,65 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp1,17 triliun mengalami penurunan. 

Kabupaten Bone menerima rata-rata alokasi tertinggi Rp102,9 miliar, 

No. Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 Rata-Rata

1 Bantaeng 89,01 50,44 74,03 47,20 24,77 57,52

2 Barru 49,78 41,02 37,25 69,15 31,15 40,82

3 Bone 68,49 108,91 131,39 108,74 96,99 85,63

4 Bulukumba 37,76 77,54 132,12 52,79 46,61 58,06

5 Enrekang 36,29 53,48 57,86 38,46 72,31 48,09

6 Gowa 76,10 104,82 157,03 76,54 83,09 94,47

7 Jeneponto 48,06 64,56 90,00 42,21 39,94 54,78

8 Luwu 48,64 90,64 57,27 46,53 44,89 51,01

9 Luwu Utara 34,45 62,74 86,08 85,81 48,44 56,48

10 Maros 44,40 51,40 52,50 77,01 44,91 50,79

11 Pangkajene dan Kepulauan 42,81 63,06 53,39 98,78 50,41 58,41

12 Palopo 41,38 84,37 79,73 40,28 34,22 45,31

13 Luwu Timur 33,92 42,65 72,37 54,38 32,17 46,54

14 Pinrang 38,98 57,50 63,93 116,44 47,92 57,19

15 Sinjai 64,82 90,20 130,78 40,05 42,45 65,19

16 Kepulauan Selayar 26,13 61,93 85,59 122,47 90,48 70,26

17 Sindereng Rappang 38,62 56,08 96,33 67,33 32,88 55,02

18 Soppeng 35,52 49,99 90,66 58,50 27,77 50,18

19 Takalar 64,84 59,97 37,47 75,52 44,10 51,96

20 Tana Toraja 62,62 59,45 82,38 78,41 62,26 59,77

21 Wajo 47,19 61,33 85,41 99,47 36,29 62,46

22 Parepare 27,70 23,24 35,82 59,54 27,31 30,14

23 Makassar 52,78 51,19 82,61 53,66 67,16 54,09

24 Toraja Utara 52,62 59,61 60,41 48,22 48,59 47,16

25 Sulawesi Selatan 1.162,91 1.526,13 1.932,42 1.657,49 1.177,12 1.351,35
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menunjukkan prioritas pada layanan kesehatan. Berbeda dengan Kota Parepare 

yang menerima rata-rata alokasi terendah Rp34,7 miliar.  

Berdasarkan uraian diatas, secara aturan hukum, alokasi anggaran daerah 

untuk sektor pendidikan dan kesehatan diatur secara tegas melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan 

minimal 20 persen dari APBD untuk pendidikan, sementara Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan minimal 10 persen dari 

APBD untuk kesehatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

juga menegaskan bahwa penganggaran belanja daerah dilakukan berdasarkan 

klasifikasi dan fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tanpa 

menyebutkan indikator daya beli sebagai bagian dari belanja langsung. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, alokasi anggaran ini 

merupakan bagian utama dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang 

bertujuan memastikan terselenggaranya pelayanan dasar secara optimal. 

Pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan dan kesehatan dipandang 

sebagai investasi langsung dalam pembangunan manusia yang secara spesifik 

berfokus pada peningkatan kualitas SDM sebagai faktor penentu pembangunan 

yang kemudian diukur melalui HDI. 



12 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana 

pengaruh alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Human 

Development Index (HDI) di Sulawesi Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan 

terhadap Human Development Index (HDI) di Sulawesi Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Teori 

Human Capital dan Teori Pengeluaran Pemerintah menurut Adolf Wagner 

dan Keynes, serta konsep HDI. Fokus penelitian ini adalah pengaruh alokasi 

anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap HDI, terutama 

dalam bidang Ekonomi Keuangan Daerah. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang 

pengaruh alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap 

HDI, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji peran 

alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.  
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